BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh
Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/1888/2019 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020
dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt)] Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang.. ‘;%?.
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13.Peramran....ﬁ,62,
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14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 33);

22 Peraturan..... Iiﬂ
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23.

24.
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26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Kempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 03);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

Menetapkan :

dan ‘
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1... [‘}ﬁ;
~



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah .......c.oooceeiiiiiiiniiiiiniinn, Rp 2.053.041.554.558,00
2. Belanja Daerah .....oooociviviiiiiiii Rp. 2.174.823.189.247,00
Surplus/ (Defisit ) vooviviiiii Rp. (121.781.634.689,00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaarn......cccoiiiviiiiiiiiii Rp. 122.781.634.689.00
b. Pengeluaran.......c.coooiiiiiiiiiiiiiiee Rp. 1.000.000.000.00
Pembiayaan Netto .........cooviiviiiiiiiiiiiiieeece e, Rp. 121.781.634.689.,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:... Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah............c..ocevi Rp. 185.374.458.300,00
b. Dana Perimbangan sejumlah.............ccovvvvviinnnnnnn.. Rp. 1.137.527.552.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah. Rp. 730.139.544.258,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah .......c.cooovviviiiniinnnn, Rp. 94.825.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah ..........ccc..ooeeeiinnenninnn. Rp. 8.912.805.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
dipisahkan sejumlah............ccocceviiiiiiniinnen, Rp. 7.000.000.000,00
d. Pendapatan Zakat/Infaq sejumlah....................... Rp. 17.000.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sejumlah.........c Rp. 57.636.653.300,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah....................co Rp. 0,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah.............. e Rp. 859.932.254.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah ...................o Rp. 277.595.298.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf ¢ terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah sejumlah ...............ooo Rp. 31.669.800.000,00
b. Dana Darurat sejumlah..............cooooeeeiiiini Rp. ,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah ..............c..cooooinn. Rp. 49.537.566.230,00
d. Dana Penyesuaian sejumlah..............ccccoeevinniiiinnn, Rp. 510.505.391.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah .................... Rp. 138.426.787.028,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah..........c...ccoooeen. Rp. 1.298.062.991.431,93
b. Belanja Langsung sejumlah ..................covieeen . Rp. 876.760.197.815,07
(2) Belanja..ﬂﬂ.,.
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah ...........ccooiviiii . Rp. 632.289.843.812,93
b. Belanja Bunga sejumlah.............ccoooiiviiiniinn Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah..........ooooviviciiiiii Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah ..........c.oooviviiiiiiiin Rp. 10.801.189.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .........c....coooviiii Rp. 15.022.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah .........cccoocevviviiiinnniinnnnnnnn. Rp. 9.154.700.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah....................... .Rp. 615.794.758.419,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah............cccooeeeiinnnnin... Rp. 15.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah..........c..coooveiieiiiiiin . Rp. 98.484.390.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah..............coooeo, Rp.428.696.680.386,07
¢. Belanja Modal sejumlah ............coooeiiiiiiinii, Rp. 349.579.127.429,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
&. Penerimaan sejumlah ............cooviiviiiiii Rp. 122.781.634.689,00
b. Pengeluaran sejumlah ............ccoocoiiiiiiiii Rp. 1.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah ... Rp. 122.781.634.689,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah .......................... Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
SEIUMIAN ... Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah .................... Rp. 0,00
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah ...Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah ...................... Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembentukan Dana sejumlah ................coocoviiiinnnn, Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah........................ Rp. 1.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah............................ Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah........................ Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBK;

2. Lampiran II : Ringkasan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV . Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Lampiran V.. ﬂﬂ
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5. Lampiran V . Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Dalftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penanbahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI . Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnva
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupatu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,
\

\W |
MAWARDI AL

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 November 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDA
LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (4/149/2019) 4



